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PUTUSAN
Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.Mna
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :
Penggugat, tempat tanggal lahir Kepahiang 25 Mei 1982, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten
Seluma. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat tanggal lahir Malang 5 Mei 1975, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat

dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

25 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan

Register Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.Mna tanggal 25 Juli 2017 telah

mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2000, dengan wali nikah Ayah
Penggugat, status perawan dengan jejaka dengan mas kawin berupa uang
Rp.20.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta
Nikah nomor No Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukaraja, tanggal 17 April 2000;

HIm. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.Mna.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah orang tua Penggugat di Desa Sari Mulyo, sampai akhirnya
berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul
sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama Anak I,
perempuan, berumur 17 tahun, kedua bernama Anak Il, laki-laki, berumur 3
tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang
lebih selama 10 tahun, kemudian sejak awal bulan April 2010 sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara
Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ;

a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami Penggugat;
b. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
c. Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada

Penggugat;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan
Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 4 April 2016, (Penggugat
tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke
rumah saudara Tergugat), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah
lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berumah
tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak
mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan
terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan
putusan sebagai berikut;

PRIMER :
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Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang menghadap secara in person di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah,
meskipun menurut Relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita
Pengganti Pengadilan Agama Manna yang dibacakan di persidangan, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya
itu disebabkan oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka
pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.Mna., tertanggal 25 Juli 2017 dalam
persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor No
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja,
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tanggal 17 April 2000, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan

diberi tanda sebagai bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan
saksi-saksi yang bernama:

1. Saksi |, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Kabupaten Seluma, sebagai Kakak kandung Penggugat, lalu dibawah
sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan saksi hadir waktu Penggugat
dan Tergugat menikah serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat
taklik talak sesaat setelah akad nikah;

- Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Sari Mulyo, sampai berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang
ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, rumah tangga keduanya pada mulanya rukun dan harmonis,
tetapi sejak 3 tahun yang lalu tidak rukun lagi disebabkan Tergugat jarang
pulang, Tergugat sebagai sopir truk pulang satu tahun sekali;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tetap tinggal di rumah
orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah saudara
Tergugat di Sari Mulyo;

- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat
dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal
di Kabupaten Seluma, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, lalu
dibawah sumpahnya menurut agama Islam saksi tersebut memberikan
keterangan sebagai berikut:
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Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan saksi tidak hadir waktu
Penggugat dan Tergugat menikabh;

- Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Sari Mulyo, sampai berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang
ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, rumah tangga keduanya pada mulanya rukun dan harmonis,
tetapi sejak tiga tahun terakhir tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat
jarang pulang, bahkan Tergugat satu tahun lebih tidak pulang;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;

- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk
Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan
anak-anaknya;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat
dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan
bukti atau apapun lagi, dan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam
surat gugatan, serta berkesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan
mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah
dengan menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam
berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
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atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan
ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan
yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Majelis Hakim
berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan
dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150
RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat,
dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, serta putusan atas perkara ini dapat
diperiksa dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim
di persidangan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar
dan berdamai dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang
rukun dengan Tergugat, sebagaimana ketetuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo.
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah
berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang
yang telah ditentukan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut
telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01
Tahun 2016 yang menghendaki mediasi wajib dilaksanakan bila kedua belah
pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa
perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama lIslam, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
perkara ini termasuk absolute competentie Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap
Tergugat dengan alasan pokok adalah karena pelanggaran taklik talak yang
dilakukan oleh Tergugat, yang telah diucapkannya dulu sesaat setelah akad
nikah dengan Penggugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke
rumah saudara Tergugat hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun empat
bulan lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk
Penggugat, dan tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah wajib
kepada Penggugat sampai dengan sekarang serta telah membiarkan (tidak
mempedulikan), oleh karena itu Penggugat tidak ridho atas sikap Tergugat
tersebut dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa photocopy Kutipan
Akta Nikah sebagai probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan Akta Nikah, ternyata telah diajukan oleh Penggugat di
persidangan yang isinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat
dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang, dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh
karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang harus diyakini
kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagai
bukti surat, sehingga Majelis Hakim dapat menerimanya sesuai ketentuan
Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai
kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut, terbukti
bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan dan menandatangani sighat
taklik talak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa saksi
tersebut hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan mendengar
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Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, dan kedua
saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis sejak 3 tahun yang lalu dan keduanya telah pisah tempat tinggal lebih
kurang 1 tahun lamanya, selama pisah Tergugat tidak pernah datang
menjemput Penggugat, dan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh
Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian diatas
sumpahnya, disamping saksi-saksi tersebut bukan pula orang-orang yang
dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, selain itu kedua orang saksi
tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri
secara langsung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi
tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagai alat bukti, karenanya
dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam
duduk perkara mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim
patut menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti
sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 dan
309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang
didukung oleh keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dan
menguatkan antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat
alasan gugatan Penggugat karena pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 yang
telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116
huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata gugatan Penggugat
melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat,
keterangan Penggugat, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat
di persidangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan
fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak

yang didukung oleh bukti-bukti;
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak,

sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga

tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang
pulang, Tergugat sebagai sopir truk kadang pulang satu tahun sekali, bahkan
pernah Tergugat tidak pulang satu tahun lebih, hingga akhirnya keduanya
berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dimana Penggugat tetap tinggal di
rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah saudara
Tergugat di Sari Mulyo, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang
untuk menjemput Penggugat, tidak pernah pula mengirimkan nafkah wajib
kepada Penggugat serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Tergugat

hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa, Penggugat tidak ridho dengan sikap Tergugat dan menuntut

cerai dari Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan
dalam perkara ini, dimana Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, hal ini
telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang telah dapat membuktikan
dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah melanggar sighat
taklik talak poin 2 dan 4 hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang
terdapat dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan
doktrin dalam kitab Tanwirul Qulub, Juz Il halaman 359 yang diambil sebagai

pendapat Majelis, berbunyi:

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu

bila terwujud syaratnya”.
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Dan juga doktrin dalam kitab Syarqawi at-Tahrir Juz Il hal 301 yang diambil

sebagai pendapat Majelis berbunyi:
laalll suaifios Mos 239> 91 £99 atias LM le o

Artinya: "Dan barang siapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka
jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan

ucapan yang dilaksanakan tadi."

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat
taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, yakni poin 2 dan 4
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, maka untuk
penyelesaiannya pihak Penggugat telah menyetujui dan bersedia menyerahkan
uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan yang ditunjuk
berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa
bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 21 Agustus

2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Dzulga’dah 1438 Hijriah oleh kami

yang bersidang, Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH., sebagai Ketua Majelis,

Sudiliharti, SHI.,, dan Fahmi Hamzah Rifai, SHI.,, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim

Anggota dan dibantu oleh Zana Sulasteri, SH., sebagai Panitera Pengganti

dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Sudiliharti, SHI. Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..........cccoocoieiiiiiiiiiiieee e Rp. 30.000,-
2. Biaya ProSes........cccoociiiiiiiiiiiieeiieee ettt Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ........ccccoiiiiiiiii e Rp. 495.000,-
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4. REAAKSI....cvviiiiiieiie it Rp. 5.000,-

LT F= 1 =] = Rp. 6.000:-
JUMIBN oot Rp. 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
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